BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : ¢o&/KPTS /~1ij /2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN

Menimbang :

Mengingat

a.

NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, dalam
menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu menerapkan manajemen pelayanan

- Perizinan Berusaha dan Nonperizinan berdasarkan Standar

Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, maka
Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 443 /KPTS/X1/2020
perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 18);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara pelayanan, aparat pengawasan dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.




KETIGA

KEEMPAT

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan
Bupati Nomor : 443 /KPTS/XI/2020 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 DuLl 2423

BUPATI BENGKALIS,

.

KASMARNI




